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ABSTRAK 
Kehadiran Peraturan Bersama Menteri dalam sistem peraturan 
perundang-undangan di Indonesia hingga saat ini belum memiliki 
pijakan hukum yang kuat. Terutama dalam Undang-Undang Nomor 
12 Tahun 2011. Akibatnya keberadaan Peraturan Bersama Menteri 
saat ini masih menimbulkan ketidakjelasan mengenai bentuk dan 
kedudukannya dalam hierarki peraturan Perundang-undangan. Maka 
dari itu dalam skripsi ini Penulis mengangkat beberapa permasalahan 
untuk dibahas yaitu Bagaimanakah Kedudukan Peraturan Bersama 
Menteri dalam Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan 
berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 serta 
permasalahan hukum yang muncul berkaitan dengan Peraturan 
Bersama Menteri terhadap Peraturan Perundang-undangan di 
Indonesia. Untuk menjawab semua pertanyaan tersebut, Penulis 
menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang hanya 
menggunakan sumber-sumber data sekunder (bahan kepustakaan). 
Metode yang digunakan dalam pengumpulan data menggunakan 
metode pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan 
analitis, dan pendekatan sejarah. Dari pembahasan Penulis 
berkesimpulan bahwa Peraturan Bersama Menteri memiliki dua sifat 
yang berbeda, pengaturan (regeling) dan penetapan (beschikking), 
kemudian memiliki dua model pengujian yaitu melalui Mahkamah 
Agung dan Peradilan Tata Usaha Negara. Serta Penulis memberikan 
saran untuk pemerintah agar segera membuat pengaturan yang lebih 
jelas terhadap Peraturan Bersama Menteri, agar tercipta tertib 
peraturan perundang-undangan di Indonesia    
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